
SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAII KABUPATBN MIMIKA

NOMOR    2   TAHUN  2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   : a.     bahwa  urituk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  320  ayat  (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  sebagaimana  telah  diuhah  dengan  Undang-Undang
Nomor    6    Tahun    2023    tentang    Penetapan    Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2022
tentang Cipta Ken.a menjadi Undang-Undang,  Kepala Daerah
menyampaikan     Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Daerah  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan  Pemeriksa  Keuangan  paling  lambat  6  (enam)  bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

b.     bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
huruf   a,    perlu   menetapkan    Peraturan   Daerah   tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023.

Mengingat     :  1.     Pasal  18  ayat  (6)  Undang  -Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1969 tentang pembentukan
Daerah    Propinsi    Otonom    Irian    Barat    dan    Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi lrian Barat (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahtm    1969   Nomor   47,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
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3.     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara
Negara  yang  Bersih  dan  Bebas   dari   Korupsi,   Kolusi   dan
Nepotisme (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999
Nomor 75,  Tambahan  Lembaran Negara   Republik Indonesia
Nomor   3851};sebagainana   telah   diubah   dengan   Undang-
Urrdang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahari Kedua alas
Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi
Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor    197,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;

4.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi   lrian   Jaya   Tengah,   Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Paniai,  Kabupaten  Mimika,  Puncak  Jaya,   Kota
Sorong  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999
Nomor  173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);

5.     Undang -Undang  Nomor    21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus   bags   Ffrovinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151)  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021
Nomor  155, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia
Nomor 6697);

6.     Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  4286);   sebagaimana  telah   diubah   dengan   Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harlnonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor  246, Tambahan Irembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

7.     Undang-Undang       NQmQr       1       Tahun       2004       tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  4355);  sebagalmana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Hamonisasi
Peraturan  Perpajakan  (Iiembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    2021    Nomor    246,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

8.     Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
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9.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (I+embaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan
lrembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4421 );

10.   Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2011    Nomor   82,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234)  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang~Undang Nomor
13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-
Undang   Nomor    12    Tahun    2011    tentang   Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  {Ijembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2022   Nomor   143,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801 );

11.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja menjadi  Undang-
Undang  (Irembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

12.   Undang-Undang  Nomor   1   Tahun  2022   tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor 4,
Tambahan       lirmbaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 6757);

13.   Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804) ;

14.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Ifmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4502),
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Pembahan  atas  Peraturan
Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun   2012   NQmor   171,   Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
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15.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia   Nomor 4576),  sebagainana telah
diubah dengan Peraturan   Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang  Perubahan  atas  Peraturan   Pemerintah   Nomor  56
Tahun   2005   tentang   Sistem   Infomiasi   Keuangan   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor
110,    Tambahan    I,embaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5155);

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporari
Keuangan dan Kineria lnstansi Pemerintah (I+embaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2006    Nomor   25,   Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4614) ;

17.   Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi     Pemerintahan     (I.embaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012    Nomor    5,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5272);

19.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor    114    Tahun    2016,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik   Indonesia Nomor  5887);  sebagainana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016
tentang    Perangkat    Dearah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   114,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik  Indonesia Nomor 6402);

20.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Talnbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);



-5-

21.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Da.erah {Lembaran Negara Republik Negara
Indonesia  Tahun   2017   Nomor   106,   Tambahan   Lembaran
Negara  R€publik  Indonesia  Nomor  6057};  sebagaimana  telah
diuhah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2023
tentang  Perubahan   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18
Tahun    2017    tentang    Hak    Keuangan    dan   Admiriistratif
Pimpinan   dan   Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah
(Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor  6,
Tambahan       Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 6847);

22.   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan  Mininal   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan I.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

23.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24.   Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Ifmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    106   Tahun    2021    tentang
Kewenangan    dan    Kelembagaan    Pelaksanaan    Kebijakan
Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2021   Nomor   238,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

26.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    107   Tahun   2021    tentang
Penerimaan,  Pengelolaan,  Pengawasan,  dan  Rencana  Induk
Percepatan    Pembangunan     Dalam    Rangka    Pelaksanaan
Otonomi Khusus  Provinsi Papua  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia   Tahun   2021   Nomor   239,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

27.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    37    Tahun    2023    tentang
Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2023   Nomor   loo,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883};
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28.   Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa    Pemerintahan    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2018   Nomor   33),    sebagaimana   diubah
dengan  Peratur.an  FTesiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018
tentang    Pengadaan    Barang/LJasa    Pemerintah    {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63};

29.   Peraturan I+esiden Nomor  17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan
di   Propinsi   Papua   dan   Papua   Barat   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

30.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   21   Tahun   2007
tentang    Pengelompokan    Kemampuan    Keuangan    Daerah,
Penganggaran  dan  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Belanja
Penunjang  Operasional  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

31.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   64   Tahun   2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual   pada   Pemerintah   Daerah   (Berita   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2013   Nomor   1425);   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90
Tahun  2019  tentang Klasifikasi,  Kodefiikasi  dan  Nomenklatur
Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah  (Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036);  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor
120  Tahun  2018  tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  80  tahun  2015  tentang  Pembentukan
Ptoduk  Hulmm  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun2018       Nomor l57};

33.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   19   Tahun   2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

34.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   11   Tahun   2017
tentang   Pedeman   Evaluasi   Rancangan   Peraturan   Daerah
tentang       Pertanggunedawaban       Pelaksanaan       Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  Rancangan  Peraturan
Kepala    Daerah    tentang    Penjabaran    Pertanggungjawaban
Pelaksanaan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
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35.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   62   Tahun   2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan  Pertanggungjawaban  Dana  Operasional  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067};

36.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   36   Tahun   2018
tentang   Tata    Cara    Penghitungan,    Penganggaran    Dalam
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,    dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,      Penyaluran,      dan      Laporan
Pertanggungiawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partal
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor
630};  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   36   Tahun   2018
tentang   Tata   Cara   Penghitungan,    Peliganggaran   Dalam
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,    dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,      Penyaluran,       dan      Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai
Politik    (Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2020
Nomor  1777);

37.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   90   Tahun   2019
tentang KLasifflfasi, Kodedkasi dan NomerLmatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor  1447);

38.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Telmis    Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

39.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   84   Tahun   2022
tentang   Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

40.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

41.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  3  Tahun  2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023  (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tchun 2023 Nomor 03};

42.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);

43.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5 Tahun  2023
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2023  (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2023 Nomor 5);
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44.   Keputusan  Gubernur Papua Tengah Nomor  115 Tahun  2024
tentang  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Milnika  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran  2023  dan
Rancangan   Peraturan   Bupati   Mimika   tentang   Penjaharan
Pertangggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN MIMIKA

Dan
BUPATI MIMIRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN    DAERAII    TENTANG    PERTANGGUNGJAWABAN
PELAICSANAAN     ANGGARAN     PENDAPATAN     DAN     BEI,ANJA
DAERAII TAHUN ANGGARAN 2023.

BABI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 1

(1)    Pertanggunedawaban    pelaksanaan    APBD    berupa    Laporan    Keuangan
memuat:
a.   Laporan Realisasi Anggaran;
b.   Neraca;
c.   I.apQran Arus Kas;
d.   Laporan operasional;
e.   Laporan Perubahan Saldo Anggaran I.ebih;
f.    Laporan perubahan Ekuitas; dan
9.   Catatan atas Laporan Keuangan.

{2)    Laporan Keuangan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1} dilampiri dengan
lkhtisar haporan Keuangari Badan Usaha MiLik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pa-sal 2

Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   1   ayat  (1)
huruf a pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
a.     Pendapatan
b.     Belanja

Surplus / (Derisit)
d.     Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah Pembiayaan Netto

Rp6.052.755.632.529,33
Rp6.119 .180.929.670,84
(Rp      66.425.297.141,51)

Rpl.282.730.159.527,7l
Rp         6.400.000.000,00
Rpl.276.330.159.527,71

e.      Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  tahun  berkenaan  (SiLPA)  Tahun  2023
adalah sebesar Rpl.209.904.862.386,20.
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Pasal 3

Uraian  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,
adalah sebagai berikut :
1.     Selisih         anggaran         dengan         realisasi         pendapatan         sebesar

Rpl25.604.026.268,33 dengan rincian sebagal berikut :
a.   Anggaran pendapatan setelah perubahan
b.   Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Rp5.927.151.606.261,00
Rp6.052.755.632.529,33
Rp    125.604.026.268,33

2.     Selisih          anggaran          dengan          realisasi          belanja          sejumlah
{Rpl .078.300.944.193,16} dengan rincian sebagal berikut :
a.   Anggaran belanja setelah peruhahan            :   Rp7.197`481.873`864,00
b.    Realisasi                                                                         :    Rp6.119.180.929.670,84

Selisih lebih/ (kurang)                                                (Rp 1.078.300.944.193,16)

3.      Selisih  anggaran  dengan realisasi  surplus  sebesar  Rpl.203.904.970.461,49
dengan rincian sebagal berikut :
a.    Anggaran surplus setelah perubahan
b.   Realisasi

Selisih lebih / (kurang}

(Rpl.270.330.267.603,OO)
(Rp       66.425.297.141,51)
Rpl.203.904.970.461,49

4.     Selisih    anggaran    dengan    realisasi    penerimaan    pembiayaan    sebesar
(Rplo8.075,29 dengan rincian sebagai berikut :
a.    Anggaran  setelah perubahan
b.   Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Rpl.282.730.267.603,OO
Rpl.282.730.159.527,71

(Rp                        108.075,29)

5.     Selisih    anggafan    dengan    fealisasi    pengeluaran    pembiayaan    sebesar
(Rp6.000.000.000,OO) dengan rincian sebagai berikut :
a.   Anggaran setelah perubahan                           :   Rp    12.400.000.000,00
b.   Rearisasi                                                                     i   Rp      6`400`000.000>00

Selisih lebih/(kurang)                                               (Rp     6.000.000.000,00)

6.     Selisih  anggaran  dengan  realisasi  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  tahun
berkenaan  (SiLPA)  sebesar Rpl.209.904.862.386,20  dengan rincian  sebagai
berikut :
a.    Anggaran belanja setelah perubahan            :   Rp                               0,00
b.   Realisasi                                                                   :   Rpl.209.904.862.386,20

S€lisih lebih/ (kurang)                                             Rpl.209.904.862.386,20

Pasal 4

Neraca  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  1  huruf b  per  31  Desember Tahun
2023, sebagai berikut :
a.     Jumlah Aset
b.     .umlah Kewajiban
c.     Jumlah Ekuitas Dana

Rplo.898.186.402.103,17
Rp       127.579.204.133,00
Rpl0.770.607.197.970,17
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Pasal 5

Laporan Arus  Kas  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1  humf c untuk tahun
yang berakhiz. sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut :
Saldo Kas Awal per 1 Januari 2023                               :   Rp
a.      Alctivitas operasi                                                          :    Rpl.989.209.794.622,20
b.      Aktivitas Investasi                                                            :   (Rp2.062.035.091.763,71)
c.      Aktivitas pendanaan                                                 :   Rp                                0,00
d.      Aktivitas Transitoris                                                      :   (Rp3.810.164.485,93)
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023                          :    Rpl.210.317.582.314,20

Pasal 6

La.poran Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun
yang berakhir sampal dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut :
a.     Pendapatan LO                                                               :     Rp5.462.182.124.484,96
b.     Beban LO                                                                           :     Rp4.283.890.618.334,19
c.     Pos Luar Biasa                                                                 :    (Rp           725.000.000,00|

Surplus Laporan operasional                                          Rpl.170.212.716.518,37

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagalmana dimaksud dalarn Pasal  1
huruf e untuk tahun yang berakhir  sampai dengan  31  Desember Tahun  2023,
sebagai berikut:
a.      Saldo Anggaran I.ebih Awal
b.     Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Rpl.282.730.267.603,71
Rpl.282.730.159.527,71

Pembiayaan Tahun Berjalan
c.      Sisa Lebih/Kurang pembiayan Anggaran              :   Rpl.209.904.862.386,20

tahun berjalan (SiLPA/ SiKPA)
d.      Koreksi Kesalahan pembukuan                                :   (Rp                    108.076,00)

Tahun Sebelumnya
e.      Lain -lain
f.       Saldo Anggaran Lebih Althir

Pasal 8

Rp                                 0,00
Rpl.209.904.862.386,20

I,aporan Peruhahan Ekuitas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut :
a.    Ekuitas Awal
b.    Ekuitas
c.    Surplus/Deflsit -LO
d.    Dalnpak Kumulatif perubahan

Kebij akan / Kesalahan Mendasar
-Koreksi Nilai Kas
-   Koreksi Nilal Piutang dan Penyisihan fiutang :
-   Koreksi Nilai Persediaan

Rp 9.590.752.333.642,52
Rp
Rp  1.170.212.716.518,37

Rp
(Rp                       108.076,00)
Rp          6.554.523.107,cO
Rp                                0,00
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-Koreksi Nilai Aset Tetap
-Koreksi Akumulasi penyusutan

Peralatan dan Mesin
-Korcksi Akumulasi penyusutan

Gedung dan Bangunan
-   Koreksi Akumulast Penyusutan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
-   Koreksi Aset dibawah Kapitalisasi
-   Koreksi Nilai Aset Lainnya
-Koreksi Akumulasi Amortasi Aset
-Koreksi utang
-   Koreksi Ekuitas Lainnya
-Koreksi Akumulasi penyusutan

e.    Ekuitas Akhir

Pasal 9

Rp          2.142.757.110,28
Rp                                   0,00

Rp                                  0,00
(Rp            313.720.000,00)
Rp                                  0,00
Rp           1.258.695.668,00
Rp                                  0,00
Rp                                   0,00
Rpl0.770.607.197.970,17

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1  huruf g
Tahun   Anggaran   2023   memuat   informasi   baik   secara   kuantitatif  maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggunedawaban  Pelaksanaan APBD  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.   Lampiran I         :   Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas :

Lanpiran I.1     :   Ringkasan  Laperan  Realisasi  Anggaran  menurut  urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lanpiran I.2     :   Rincian   haporan   Realisasi   Anggaran   menurut   urusan
pemerintahan daerah,  organisasi,  pendapatan belanja dan
pembiayaan;

Lamp-iran I.3     :   Rekapitulasi  Realisasi  Anggaran  belanja  daerah  menurut
urusan   pemerintahan   daerah,   organisasi,   program   dan
kegiatan;

Lampiran I.4     :   Rekapitulasi   Realisasi   Anggaran   Belanja   Daerah   untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

b.   Lampiran Il        :  Laporan perubahan saldo Anggaran Ifbih;

c.    Lampiran Ill       :  Laporan operasional;

d.   Lampiran Iv       :  Laporan perubahan Ekuitas;

e.    Lampiran v        :  Neraca;

f.    Lampiran vI       :  Laporan Arus Kas;
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9.   Lanpiran VII
h.   Lanpiran VIII

i.    Lanpiran lx

j.    Lanpiranx

k.   Lampiran RI

I.    hampiranxII

in.  Lanpiran XIII

n.   Lampiran AV
o.   Lamp-iran xv

p.   Lanpiran rm
q.  Lanpiran "I

:  Catatan Atas Ifaporan Keuangan;

:  Daftar Rekapitulasi Flutang Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

: Daltar  Rekapitulasi  Dana  Ber.gulir  dan  Penyisihan  Dana
Ber8ulir;

:  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

:  Daftar       Rekapitulasi       Realisasi       Penambahan       dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekeriaan;

:  Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

:  Daftar Dana Cadangan Daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r.   Lanpiran xvII1 : Daltar Kewajiban Jan9ka panjang;
s.   Lampiran XIX    :  Daftar  kegiatan-kegiatan  yang  belum  diselesaikan  sampal

akhir  tahun   anggaran  dan  dianggarkan  kembali  dalam
tahun anggaran berikutnya; dan

t.    Lampiranxx     :  Ikhtisar     Laporan      Keuangan      Badan      Usaha     Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:

Lampiran x.1 :   Ikhtisar  Laporan  Keuangan   (neraca)   Badan  Usalia  Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah.

Lampiran XX.2 :   Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahan Daerah.

Pasal  1 1

Lampiran  Laporan  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  Ayat  (2)
adalah  Ikhtisar  I,aporan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Daerah/Peruschaan
Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati      Mimika     menetapkan      Peraturan      Bupati      tentang     penjabaran
pertanggungjawaban   pelaksanaan   APBD   sebagai   rincian   lebih   lanjut   dari
pertanggung). awaban pelaksanaan APBD.
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Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 5  Agustsus 2024

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd

LJOHANNEs RETroB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 5  Agustsus 2024

H. SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  PROVINSI PAPUA TENGAH:
10/2024.


